&
AL-DALIL

JURNAL ILMU SOSIAL,
POLITIK, DAN HUKUM

Al-Dalil

Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum

) ens nemure

Vol. 1, No. 2, April 2023

Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap
Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1b Tabanan

Ni Putu Yasintya Pradnyaswari’, Deli Bunga Saravistha?®, | Gusti Ngurah Aristiawan®
123Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia
tiyayasintya@gmail.com, delisaravistha@gmail.com?, rahwawan1984@gmail.com®

Abstract

Penitentiary is a criminal justice system that has a strategic function as the
implementation of imprisonment and at the same time as a place for fostering
prisoners or people who commit crimes. Penitentiary as a place for self-
guidance and self-improvement for inmates who are stumbling over cases
and are related to the law. The large number of perpetrators of crimes that
occurred in the correctional institutions were committed by the prisoners
] themselves, causing the coaching process to not run as expected. The various
Kata Kunci: types of violations that occur in the Class IIB Tabanan Correctional
Institution such as using a cellphone (mobile phone) in a residential block,
Lembaga Pemasyarakz_itan fighting among prisoners, not following apples, carrying sharp weapons, not
Pelanggaran Tata Tertib wearing WBP clothes (prisoners), and other violations. The purpose of this
Peran Petugas Pemasyarakaran study is to determine the role of correctional officers in providing guidance
to and to find out the consequences of violations committed by inmates in the
Class 11B Tabanan Correctional Institution. The research method carried out
by the author is empirical research, namely by looking at the facts in the
field, especially related to the role of correctional officers against inmates
who violate the rules of law in the Class 11B Tabanan Penitentiary.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang
mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan skaligus
sebagai tempat pembinaan narapidana atau orang-orang yang melakukan
kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan
perbaikan diri bagi narapidana yang sedang tersandung kasus dan
berhubungan dengan hukum. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang
terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana itu
sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang
di harapkan. Bebagai jenis pelanggaran yang terjadi didalam Lembaga
Pemasyarakatan kelas 11B Tabanan seperti menggunakan alat komunikasi HP
(Hand Phone) didalam blok hunian, berkelahi sesama narapidana, tidak
mengikuti apel, membawa senjata tajam, tidak menggunakan pakaian WBP
(warga binaan pemasyarakatan), dan pelanggaran lainnya. Tujuan dari
penelitian ini yakni untuk mengetahui peran petugas Pemasyarakatan dalam
melakukan pembinaan kepada dan untuk mengetahui akibat dari adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan. Metode Penelitian yang dilakukan
penulis adalan penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada
di lapangan khusunya berkaitan dengan peran Petugas Pemasyarakatan
terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan.
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1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum mengatur terkait apa
yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja
orang nyata—nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada
alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (Hartanti, 2020)

Dewasa ini tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sedang marak terjadi. Hasil survei tingkat
kriminalitas di Indonesia menduduki peringkat keempat di Asean (Saravistha D. B., 2023). Selain itu, data
BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukan bahwa jumlah kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terjadi 341.159 kasus kriminalitas di Indonesia dan meningkat pada
tahun 2013 menjadi 342.048 kasus. Pada tahun 2014 kasus kriminalitas menurun sebanyak 16.767
dibandingkan tahun 2013, namun pada tahun 2015 kasus kriminalitas kembali meningkat sebanyak 27.619
kasus atau sebanyak 352.936 kasus kriminalitas terjadi di Indonesia (Hapsari & Widodo). Jika kita melihat
data diatas, tentunya tingkat kriminalitas di indonesia tergolong sangat tinggi, ini menyebabkan banyaknya
Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kekurangan daya tampung atau Overcapacity.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 menyatakan bahwa: “sistem
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong,
kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, dan profesionalitas.
Sistem pemasyarakatan ini suatu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana, karena sistem
pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu dimana dalam
sistem ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang
pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Adapun Lembaga Pemasyarakatan
sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (18)
menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat atau Lembaga
menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh petugas
Lembaga Pemasyarakatan membuat narapidana memiliki keterbatasan selama menjalani masa hukumannya.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab (Saravistha D. B., Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai
Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno, 2022).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan
kegiatan yang bersifat multidemensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah
yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem
pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka
peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak hak narapidana Sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7 harus menjadi
perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin
warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk
memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab
itu Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin harus mentaati tata tertib selama ia
menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarkatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak hak nya sebagai seorang narapidana tak terkecuali
jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan yang pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas
pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan terhadap narapidana. Namun, kadangkala dalam proses
pengamanan tersebut ada saja narapidana yang membuat gaduh dan tidak aman. Bebagai jenis pelanggaran
yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 11B Tabanan seperti menggunakan alat komunikasi HP
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(Hand Phone) didalam blok hunian, berkelahi sesama narapidana, tidak mengikuti apel, membawa senjata
tajam, tidak menggunakan pakaian WBP (warga binaan pemasyarakatan), dan pelanggaran lainnya.

Berdasarkan hal diatas, maka disini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana peran
petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan dan Kendala apa yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam
menangani narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Tabanan. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran petugas Pemasyarakatan dalam
melakukan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1B Tabanan untuk
meningkatkan kualitas narapidana agar nantinya dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan untuk
mengetahui akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di
lapangan khusunya berkaitan dengan peran Petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan
pelanggaran tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Tabanan (Saravistha D. B., 2022).
Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan empiris yaitu pendekatan secara fakta dengan
mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta — fakta yang ada yang sesuai dengan
permasalahan yang diangkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer,
sekunder dan tersier. Sumber data primer dilakukan melalui penelitian lapangan atau Field Reesearch
dilakukan baik melalui wawancara, sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan
menggunakan bahan-bahan hukum, buku, jurnal dan makalah, sumber data tersier diperoleh dari bahan-
bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya
kamus-kamus hukum, ensiklopedia indekskumulatif, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
masalah yang diangkat. Dalam teknik pengumpulan data primer penulis mengadakan wawancara yang
disertai dengan daftar pertanyaan dengan para informan yang betul memahami tentang hukum maupun
peraturan pemasyarakatan, beserta yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan.

3. PEMBAHASAN
a. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B

Tabanan

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh
seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin dengan kemampuan yang
dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu
organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilakasanakan secara
jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis
dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 45 menjelaskan tentang Susunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB terdiri dari Sub Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Seksi
Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lapas Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, Seksi
Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan
pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta
menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib sedangkan Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam
Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas
Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi
menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok (Wahyuni, 2023).
Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang Pejabat Fungsional adalah Penegak Hukum yang
melaksanakan tugas fungsi pemasyarakatan. yaitu di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan
Warga Binaan (Pramono, 2005). Jumlah personil pengamanan yang masih kurang, serta tingkat pendidikan
dan pemahaman tentang pentingnya tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana yang masih
rendah menjadikan segala peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan masih perlu
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disosialisasikan. Hal ini pula yang menjadi salah satu hambatan bagi petugas dalam pelaksanaan perannya
sebagai abdi hukum serta pembina narapidana (Saravistha D. , 2022).

b. Pelaksanaan Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan
Pelanggaran Tata Tertib
Petugas pemasyarakatan yang bersentuhan langsung terhadap narapidana dalam melaksanakan tata
tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Tabanan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan beserta jajaran anggota regu
jaga, dan Kasi Adkamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Ikrar Tri Dharma petugas
pemasyarakatan merupakan tolak ukur dari peran petugas pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana
khususnya narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Tabanan (Saravistha D. W., 2023). Dalam pelaksaan peran dari petugas pemasyarakatan sudah berjalan
hanya saja belum maksimal khususnya di bidang pengamanan. Dalam pemberian sanksi kepada narapidana
yang melanggar belum memberikan efek jera kepada narapidana itu sendiri sehingga pelanggaran-
pelanggaran tersebut diulangi lagi. Hal tersebut menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk
memaksimalkan hukuman agar menimbulkan efek jera kepada narapidana agar narapidana tidak
mengulangi pelanggaran tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan. Rangkaian pemberian sanksi bagi
narapidana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah
Tahanan Negara. Yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu:

1. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal
Kegiatan penggeledahan yang biasa dilakukan di suatu Lembaga Pemasyarakatan biasanya
bersifat rutin dan isidentil. Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebelum melaksanakan
penggledahan di blok hunian berkoordinasi terlebih dalulu dengan Kepala Kesatuan Pengamanan
Lembaga Pemasyarakatan dan Kasi Adkamtib. Selanjutnya Kasi Adkamtib membuatkan surat
perintah penggledahan dimana dalam surat perintah tersebut terdapat nhama-nama petugas yang akan
melakukan penggledahan. Penggledahan dilaksanakan di blok hunian, penggledahan badan
narapidana dan di sekitar halaman Lapas. Kemudian barang hasil penggledahan terlarang yang
ditemukan saat penggledahan tersebut diserahkan ke bagian Adkamtib untuk dilakukan pengecekan

dan dilakukan pemanggilan kepada narapidana yang memiliki barang tersebut.

2. Tim Pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan
pelanggaran tata tertib. Tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap narapidana yang diduga
melakukan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan yang akan dituangkan di Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).

3. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh
Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Adapun pertanyaan yang tertuang dalam berita acara
pemeriksaan berisikan tentang keadaan narapidana, serta asal-usul dari barang yang dilarang masuk
ke dalam lapas serta beberapa pertanyaan lain yang menyangkut tentang keberadaan dari barang—
barang tersebut. Setelah berita acara pemeriksaan selesai dilakukan, narapidana yang bersangkutan di
berikan kesempatan untuk membaca kembali hasil BAP. Setelah narapidana yang bersangkutan setuju
dengan apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut maka berita acara pemeriksaan
harus di tandatangani oleh narapidana yang melakukan pelanggaran dan tim pemeriksa yang
melaksakanan pemeriksaan.

4. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah di tandatangi oleh narapidana yang melanggar dan tim
pemeriksa disampaikan ke Kepala Lapas agar di berikan disposisi tentang hukuman apa yang akan
diberikan kepada narapidana yang melanggar tersebut. Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib
menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana kepada tim pengamat pemasyararakatan dalam
jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara
diterima untuk dilaksanakan sidang TPP

5. Melaksanakan sidang TPP untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan
yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.

Dalam sidang TPP tertuang jenis hukuman yang diterima oleh narapidana yang melanggar dan berapa
lama hukuman tersebut dijalani.
Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan (memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan
secara tertulis). Contoh:

a. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
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b.Tidak mengikuti apel sesuai waktu yang telah ditentukan

2. Hukuman disiplin tingkat sedang (memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam)
hari, dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan hasil
Sidang TPP termasuk dibatasi waktu pelaksanaan kunjungan). Contoh:
a.Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
b.Melakukan jual beli atau utang piutang.

3. Hukuman Disiplin tingkat berat (Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi
keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun
berjalan dan dicatat dalam register F). Seperti:
a.Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
b.Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni atau petugas.

c. Faktor Penghambat Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan
Pelanggaran Tata Tertib.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta
pemasyarakatan narapidana (Melinda, 2016) , akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang
tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati
peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang
dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang
memuaskan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas
asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat
sekaligus (Utoyo, 2016). Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor
pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi
penghambat (Saravistha D. B., 2022). Dalam pelaksanaan Peran Petugas Pemasyarakatan terhadap
narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib memiliki beberapa penghambat ekternal maupun
internal seperti (Saravistha D. B., Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret
Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno, 2022):

1.Faktor Internal
a. Jumlah Personil Petugas
Kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1IB Tabanan karena jumlah petugas Lapas Kelas 1IB Tabanan pada saat ini
hanya berjumlah 93 orang yang terdiri dari:
Tabel 1. Jumlah Petugas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan

No Petugas Total

1. | Pejabat Struktural 11

2. | Petugas Fungsional 3
Tertentu

4. | Petugas Staff 25

5. | Petugas Pengamanan 54
Jumlah 93

Sumber: Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas
11B Tabanan adalah 93 orang sedangkan jumlah warga binaann pemasyarakatan mencapai 201 orang
dimana idealnya Lapas Kelas 1B Tabanan hanya memiliki kapasitas 47 orang.

b. Faktor Over Kapasitas Hunian

Over kapasitas yang terjadi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan
merupakan salah satu penghambat dalam pelaksaan peran dari petugas pemasyarakatan itu sendiri.
Keadaan Lapas yang over kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak
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optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan serta kurangnya pengawasan terhadap
terjadinya kekerasan atau perselisihan yang terjadi pada narapidana. Over kapasitas juga menjadi
penyebab kurangnya anggaran dari segi pembinaan yang diberikan kepada narapidana menjadi tidak
maksimal, hal ini menjadikan kurangnya kegiatan pembinaan oleh narapidana karena anggaran yang
harus disesuaikan sehingga hal tersebut menyebabkan pelanggaran tata tertib oleh narapidana itu
terjadi.

Tabel 2. Data Pendidikan Warga Binan Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan

Tingkat Pendidikan Jumlah

Tidak SD | SMP | SMA | Strata

Sekolah 1

36 59 57 40 8 200

Sumber: Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan.

c. Faktor Bangunan

Peraturan mengenai standar sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, diatur pada
Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, namun
dari segi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Tabanan memiliki 18 blok hunian yang
terdiri dari 2 blok hunian wanita, 1 sel mapenaling (masa pengenalan lingkungan), 1 sel untuk lansia
dan distabilitas, 2 sel yang diperuntukan untuk narapidana yang melanggar dan sisanya adalah blok
hunian pria. Karena over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan, 2
(dua) sel yang diperuntukan untuk sel pengasingan bagi narapidana yang melanggar saat ini
digunakan untuk sel mapenaling. Hal ini pun yang memperhambat dalam pemberian sanksi terhadap
narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib karena kurangnya sel untuk melaksanakan
hukuman pengasingan atau tutup sunyi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib
oleh narapidana. Kurangnya pemahaman dari narapidana dengan segala bentuk aturan yang
diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan, karena dari sinilah hambatan dari
narapidana itu terjadi. Salah satunya adalah faktor pendidikan, narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1B Tabanan tidak semua mengenyam pendidikan dasar. Tingkat pendidikan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan masih termasuk dalam katagori rendah,
hal ini yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman dari narapidana tentang aturan mengenai tata
terib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan.

d. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan
Pelanggaran Tata Tertib
Dalam upaya Lembaga menindaklanjuti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana di
dalam lingkungan Lapas, dapat dilakukan dengan aksi sebagai berikut:
1. Penambahan Personil Petugas Pemasyarakatan
Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Tabanan perlu menambah jumlah
personil petugas terutama petugas pengamanan. Over kapasitas yang terjadi dalam suatu Lembaga
Pemasyarakatan menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan terhadap narapidana. Hal ini
akan dapat memicu bertambahnya pelanggaran yang terjadi dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan
karena pembinaan oleh petugas kepada narapidana belum berjalan dengan maksimal.
2. Memaksimalkan pembinaan terhadap narapidana
Pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah poin penting yang harus menjadi
perhatian bagi para petugas pemasyarakatan. Adanya banyak kegiatan akan membuat narapidana
menjadi lebih produktif, pembinaan juga akan membuat narapidana memiliki keahlian yang dapat
mereka gunakan ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan pembinaan juga akan
membuat narapidana merasa tidak bosan dalam menjalani masa hukuman yang mereka jalani dan
dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran tata tertib oleh narapidana. Tentu ini harus menjadi
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perhatian khusus bagi petugas pemasyarakatan mengingat segala kegiatan pembinaan yang
dilakukan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan memerlukan biaya yang tidak sedikit ditambah
dengan jumlah narapidana yang over kapasitas membuat anggaran untuk kebutuhan narapidana
menjadi lebih besar.Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada
tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :
a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap
sebagai pelanggaran ringan.
b. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya
dianggap berat.
c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang
telah berulang kali melakukan pelanggaran.

3. Melakukan sosialisasi rutin terhadap narapidana

Sosialisasi rutin tentang segala peraturan yang harus menjadi kewajiban narapidana
hendaknya harus tetap dilaksanakan terutama bagi tahanan yang baru masuk ke Lembaga
Pemasyarakatan. Setiap adanya suatu perubahan tentang peraturan tata tertib, hak dan kewajiban
bagi narapidana, hendaknya harus selalu disosialisasikan agar narapidana tidak lupa akan segala
sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi
acuan bagi narapidana sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran tata tertib. Tingkat pendidikan
yang masih rendah juga menjadi faktor kurang pahamnya narapidana tentang segala aturan — aturan
yang harus dipatuhi oleh narapidana. Adanya narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis
membuat kurang efektifnya papan peraturan yang dipasang sehingga perlu adanya sosialisasi secara
lisan oleh petugas pemsyarakatan.

Jadi disini terlihat jelas perlunya upaya upaya dari penambahan petugas pemasyarakatan serta
pembinaan oleh peran petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran
tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IB Tabanan sesuai dengan penjelasan oleh Dr.
Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor 41 Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin
Pengayoman) bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang
didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan
anggota masyarakat sekaligus. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap
narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal
hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

4, KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang
Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IB Tabanan maka dalam
kesempatan ini penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu
pelaksanaan peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berpegang teguh
pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan. Namun peran petugas pemasyarakatan mengenai pelanggaran tata tertib di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1B Tabanan belum optimal, karena disebabkan oleh beberapa kendala yang
menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan dari peran petugas pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1IB Tabanan dan kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam
menangani narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Tabanan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor kendala internal yaitu
kurangnya jumlah personil petugas pemasyarakatan, Over kapasitas di blok hunian, dan faktor bangunan
sedangkan faktor kendala eksternal

4.2 Saran/Rekomendasi
Perlu penambahan jumlah personil petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengamanan agar
kegiatan pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan maksimal Memaksimalkan pembinaan dalam
suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah poin penting yang harus menjadi perhatian bagi para petugas
pemasyarakatan
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